
(Lembaran Negara Tahun 2004 No:nor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nor-:o- 4438); 

2004 tentang Perimbangan 
Pusat dan Daerah Pe-mennta'"" Keuangan Antara 

2. Undang-Unoar.g Nomor 33 Ta~"n 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tanen 1950 tentang Pembentukan 
Daeran-daerah Kabupaten da arr Lingi<ungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950); 

Mengingat 

b. bahwa atas dasar pertimbangar: seoaga,mana dimaksud pada 

huruf a di atas, susunan Organ:sas· dan Tata Kerja Sekretaris 
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tersebut 

pertu diletapkan dengan Peratcran B-pati. 

Menimbang : a. bahwa sehcbungan telah dite!aoi<annya Peraturan Daerah 

Kabuoaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi 

Perangkat Daeran Kabupaten Besasi, yang didalamnya mengatur 
pembentukan Sekretaris Dewar, PerwaJ<ilan Rakyat Daerah. maka 
sesuai ke;ent.an Pasal 58 perl, c.susun aturan pelaksanaannya 

kedalam organ.sasi dan tata Ke1a yang meffputi kewenangan. 
tugas pokck dan fungsi serta uraian rugas; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

NOMOR 66 Tahun 2014 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

lJJ«/t<tfi //Jel.a,i 

TENT ANG 



PERATURAN BUPATI BEKASI TEl'ITANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAE RAH 

MEMUTUSKAN 

9. Kabupaten Bekasi Nomor 8. Tahun 2014 tentang Organisas, 

Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8). 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas, 
Perangkat Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten!Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587): 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 te.-.tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494): 

3 Undang-Unoang ,,.omor 12 Tahun 2011 tentang ?embemu~ar 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repunllk 
lndones,a Tahun 2011 Nomor 82: Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

Menetapkan 

- 
• 

• 



Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Sekretariat Dewan mempunyai 
kewenangan : 
a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkrornsasi seluruh 

pelaksanaan tugas Sekretariat DPRO; 

b. fasilitasi bahan perencanaan. penelaahan dan pengkoordinasian perumusan 

kebijakan pimpinan DPRO dan OPRD; 
c. pembinaan administrasi umum yang meliputi pembinaan ketatausahaan, 

kepegawaian dan kerumahtanggaan DPRO, 
d. penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan OPRD: 

Kewenangan 
Pasal 2 - 

BAB II 

KEWENANGAN. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Paragraf Kesatu • 

Da'am Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adatah Kabupaten Bekasi; 
2. Pemenntah Dae,ah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Dae,ah Otonom 

yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah; 
3 Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati; 
4 DPRD adalah Dewan Petwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bekasi: 

6. Sekretans Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Oaerah 

• Kabupaien Bekasi; 
7. Sekretariat OPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sektetariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 
8. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diben 

togas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang bervienang untuk 
melaksanakan kegiatan seseai profesinya dalam upaya mendukung kelancaran 

tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

SAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan 
ini, Sekretarial DPRD mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan administrasi kesekrelariatan DPRO: 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan OPRO, 

c. penyelenggaraan rapat-rapat OPRD dan Penyediaan dan pengoordinasian tenaga 
ahli yang diperfukan oleh OPRO; 

d. penyelenggaraan urusan umum, rumah tangga dan hubungan rnasyarakat, 

persidangan dan fasilitasi legislasi. serta fasilitasi anggaran dan pengawasan. 

Paragraf Keempat 
Fungsi 

Pasal 5 • 

Sei<retariat DPRD mempunyai tugas pokok Sekretaris mempunyai tugas pokok 
memimpln dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. dan menyediakan sena 
mengkoordinasikan tenaga ahli yang dipetlukan oleh OPRD sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

Parag.rar Keliga 
Tugas Pokok 

Pasal4 

• 

Se<retanat OPRO merupakan unsur pelayanan OPRD Kabupaten. 
z Se-<retariat DPRO dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis 

operas,onal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpillan OPRO dan 

secara administralif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekrelaris 
Daetah. 

Paragraf Kedua 
Kedudukan 

Pasal3 

e. :er.:,::x: 9J&:aa: • persidangan OPRD dan penge!otaan huoungan masyara'<al clan 



(1) Sekretaris OPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan 
tugas pokok dan rungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

dan Pasal 5 Peraturan ini, sesuai peraturan perundang..undangan yang berlaku. 

(2) Uraian Tugas : 
a. merumuskan sasaran program kerja Sekretariat OPRO sesuai dengan visi 

dan misi Sekretariat OPRD; 

• Paragraf 2 
Bidang Tugas Unsur Organisasi 

Sekretaris DPRD 

Pasal7 - 

(1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari · 
sexretarts DPRO, membawahkan : 

a Bagian Umum, membawahkan : 
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian: 

2. Sub Bagian Keuangan; 
b Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Rumah Tangga. Perlengkapan dan Protokol; 

• 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat: 
c. Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan: 

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah: 
2. Sub Bagian Fasilitasi Legislasi. 

d. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan. membawahkan : 
1. Sub Bagian Fasilitasi Anggaran: 

2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakila.n Rakyat Daerah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 

2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

BABU! 
ORGANISASl 

Paragraf 1 

Susunan Organisasi 
Pasal6 



b IUelU11US,(an dan meng,coo«il(laS.can penyelenggaraan di t»dang pelayanar 
adm,nisuatif kepada anggola OPRD yang lllf!hpu:1 bag,an umum rumah 
tangga dan hubungan rnasyarakat, peisidangan dan fasilitasi legislasi. serta 
fasilitasi anggaran da~ pengawasan; 

c, menerima dan melaksanakan petunjuk danlatau arahan pimpi.nan DPRO 
sesuai dengan tugas pokoknya; 

ct memfasilrtasi pemilihan Bupati dan Wakll Bupati; 
e. merumuskan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan 

Sekretariat DPRO; 
f. mengkoordinasikan dan memantau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan 

bagian umum, rumah tangga dan hubungan masyarakat, persidangan dan 
fasilitasi legislasi, serta fasilitasi anggaran dan pengawasan; 

g. memfasililasi penyelenggaraan penyusunan pedoman tata tertib DPRD. 
h. memfasilitasi panitia anggaran DPRD dalam menyusun rencana anggaran 

• pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 
i. memfasilitasi segala urusan dan kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat 

dan/atau persidangan baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat panitia 
anggaran dan rapat panitia khusus, panmus dan lain-lainnya; 

j. mengkaji penetapan dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang 
berkaitan dengan bagian umum, rumah tangga dan hubungan masyarakat. 
persidangan dan fasilitasi legislasi, serta fasilitasi anggaran dan pengawasan: 

k. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan program kerja. pelaksanaan 
dan evaluasi kegiatan Sekretariat OPRO serta melaksanakan rugas yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah: 

I. memantau dan mengendalikan kegiatan pelaksanaan tef<nis operasional di 
lingkungan Sekretariat OPRD berdasarkan kebijakan Bupati; 

m memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRO; 

n. memonitor dan mengendalikan kegiatan dinas; 
o. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan 

kepada bawahan; 
p. memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan: 
q. mengkoordinasikan kegiatan bawahan; 
r. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya meningkatkan efektivitas 

dan produktivitas kerja serta pengembangan karir, 
s. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 
t. menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota OPRD dan 

perbekalan; 
u. mengelola keanggotaan DPRD dan kepegawaian sekretartat DPRO; 
v. memfasilitasi penyelenggaraan reses; 
w. menyelenggarakan pembuatan risalah; 



g. pelaksanaan tugas laln yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(1) Bagian Umum d1pimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok 
rnerencanakan kegiatan, rnengkoordinasikan. rnengendalikan. melaksanakan. 

rnernbagi tugas. rnengevaluasi dan melaporkan urusan tata usa.ha dan 

kepegawaian serta urusan keuangan. 
(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 

Bagian Urnum mernpunyai fungsi : 
• a. pereneanaan kegiatan operasional urusan tata usaha dan kepegawaian 

serta urusan keuangan; 
_ b. pengoordinaiian urusan tata usaha dan kepegawaian setta urusan 

keuangan; 
c. pengendalian urusan tata usaha dan kepegawaian serta urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian serta urusan keuangan; 

e. pengevaluasian dan pelaporan urusan tata usaha dan kepegawaian serta 

urusan keuangan; 
f. pengelolaan data keanggotaan OPRD dan kepegawaian Sekretariat OPRO 

serta penyiapan sural perjalanan dinas: 

Paragraf 3 

Bagian Umum 
Pasal8 

• 

x. rnemtas...:as, tenaga ahl yang a,pedu,<.an oleh OPRO; 
y meogkoordinasikan kegia!afl dengan pejabat pada unit kerja, dinasllemtekda 

serta o,gamsas, kemasyarakatan yang terkait, bail< pemerintah pusat maupun 

daerah 
z. rnetaksanakan koordmasl perumusan k-ebijakan yang diputuska.n pimpinan 

DPRO da!am bentuk naskah dinas; 
aa. membenkan penilaian terhadap kinerja pegawai; 
bb. melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan mempublikasil<an kegialan 

DPRD serta menginventarisasi permasalahan-petmasatahan yang timbul dan 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

cc melaporkan has1I pelaksanaan tugas Sekretariat OPRO kepada Pimpinan 
DPRO dan Bupati; 

dd. melaksanakan tugas lam yang diben'kan oleh pimpinan OPRO, Sekretans 
Daerah dan Bupati . 



eag_ian umum catarn menyeienggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pas:il 8, 
-nempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Umum; 
b menyiapkan banan rencana strategis dan rencana kerja Bagian Umum; 

c menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 

d mengumpulkan bahan-bahan LPPO tahunan dan LPPD Lima tahunan Bagian 
sebaga, bahan penyusunan LPPO Tahunan dan LPPO lima tahunan Kabupaten; 

e menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati: 
I. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bagian Umum; 
g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) clan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Bagian Umum; 
h menyelenggarakan pembuatan surat-surat undangan untuk pelaksanaan kegiatan 

DPRD meliputi undangan rapat panitia musyawarah. rapat paripuma, rapal fraksi, 
rapat kerja komisi, rapat kerja pansus. rapat kerja panitia anggaran dan rapat kerja 

pimpinan: 
menyelenggarakan pembuatan SPPD pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan 

jadwal kegiatan DP~D dan undangan lainnya; 

J. menyelenggarakan pengagendaan SPPD ke dalam buku agenda SPPD; 
k. menghimpun penandatanganan SPPD ke ketua DPRD dan Sekretaris OPRO 

setelah dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang: 
I. memfasilltasi penyampaian formulir islan yang harus diisi oleh para anggota 

DPRD; 
m. mengolah. menyusun data berdasarkan formufir isian yang telah diisi oleh para 

anggota dewan; 

n. menyelenggarakan pembuatan biodata anggota dewan: 
o. menyelenggarakan pembuatan kartu anggota dewan; 

p. menyelenggarakan pembuatan daftar hadir pegawai; 
q. menyelenggarakan pembuatan jadwal pike! malam clan pike! satkonak; 

Pasal 9 

(3 Daiam menyelenggaral<an togas pokok dan lungs,, Bagian Umum 

memt>awahkan. 

a Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b Sub Bagian Keuangan 



r n-,eoye;enggaraJ<an oembuatan SKUMPTK. 

s menyetenggarakan ars-p senap berxas dan atau naskah dinas bail< yang 

merupakan arsip aktif danlatau m aktJf yang berkaitan dengan tugas sub bagian 

tata usaha dan kepegawaian serta humas dan protokol; 

l menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas danlatau sunot menyurat 

termasuk kearsipan, expedisi, pemeliharaan arsip danlatau dokumen yang men1adi 

tanggung jawab Sekretariat OPRD; 
u mengkoordinasikan. membagi dan mengarahkan tugas-tugas secara intern dan 

ekstern pada Sekretariat DPRO, menjabarkan dan mendukung misi dan kebijakan 

Pimpinan OPRD; 
v menyelenggarakan pembuatan daftar hadir untuk rapat kerja OPRO; 

w menyelenggarakan persiapan jamuan untuk rapat kerja OPRO; 
x menyusun bahan-bahan perumusan naskah dinas datam rangka pelaksanaan 

• urusan kstatausahaan, kepegawaian dan keuangan; 
y mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai 

sebaga, bahan pertimbangan dalam peningkalan karier; 

z mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian 
serta urusan keuangan unluk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD: 

aa. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan data 

keanggotaan OPRD dan Sekretariat OPRO; 
bb. menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian lain 
cc. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bagian Umum; 
dd. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bagian Umum; 

• ee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 
ff. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan fingkup Bagian Umum; 
99.:_ melakukan pengam.anan dan pemeliharaan barang mibk daerah di lingkup Bagian 

Umum: 
hh mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkajtan dengan Bagian Umum; 

ii. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bagian 

Um um: 
il- memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 
kk. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan ingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 
II. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 



• Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin ofeh seorang Kepala, mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha dan 

Kepegawaian; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha 

dan Kepegawaian; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; 
d. mengumpufkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan Sub 

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan LPPD 
tahunan dan LPPD fima tahunan Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupab; 
r. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian: 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai lugas pokok 
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengefolaan tata usaha 

dan kepegawaian. 
(2) Untuk melaksananakan tugas pokok sebaga,mana dimaksud pada ayat (1), Sub 

e Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian yang diperlukan oleh 

Sekretariat dan DPRD; 
b. pembagian tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian; 

c. pengontrolan urusan tata usaha dan kepegawaian; 
d. penyiapan rencana petjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 10 

mm membcTib&ng atau member:w<an petul'lj\,~ temaoap l<epada bawaha11 agar 

pelal<sanaan tugas dapai berjalan lancar 
M menila• has•I ke~a bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

kaner 
oo rnetaporkan hasil pefaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

pp melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



;. <..e>;,.a ~u, "e-cana iCegla:an Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 
-.~ (tlPA S.b 3ag,an Tata Usalta dan Kepegavr.llan. 
c lalrsa"a...m penge.olaan surat-surat undangan untuk pelaksanaan kegiatari 
OPRD !!>el,pun unaangan rapat panitia musyawarah, rapat paripuma, rapat 
fral.s.i ra::,at <el)a i<OmisJ rapat ketja pansus, rapat kerja panitia anggaran, rapat 

l.e;aorno«>an. 
~<at1 pengelolaan surat-surat masuk. baik untuk ketua OPRO maupun 

_--t...,,. Se«e'.anat OPRO untuk ditindaklanjuti; 
meiai<Sana"3n pengarsipan surat-surat yang masuk berdasari<an ldasifikasi 

s.#at 
Meiaicsanakan pengelolaan SPPO pimpinan dan al\ggota OPRD berdasaik:ln 
'3dWaJ kegiatan DPRD dan undangan lainnya; 

l ll'P.flgagendakan SPPO xe dalam buku agenda SPPO; 
..,.. menandatangankan SPPD ke ketua DPRO dan Sekretaris OPRO setelah 

dibubtihi paraf oleh pejabat yang berwenang; 
r. memfasilitasl penyampaian formulir isian yang harus diisi oleh para anggota 

OPRO, 
o mengolah, menyusun data berdasarkan formulir isian yang telah diisi oleh para 

anggota dewan; 
p melaksanakan pembuatan biodata anggota dewan; 
q melaksanakan pembuatan kartu anggota dewan; 
r rnetaksanakan pembuatan daftar hadir pegawai: 
s melaksanakan pembuatan jadwal piket malam dan pike! satkortak; 
t me!aksanakan pembuatan SKUMPTK; 
u. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD 

meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat. kenaikan gaji berkala (KGB). 
daftar urut kepangkatan (OUK). data pegawai. kartu pegawai (Karpeg). 
Karis/Karsu. tunjangan anak/ keluarga. Askes. Taspen, taperum. pensiun, 
membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin be!ajar, membuat usulan 
izin diktat, keseiahteraan pegawai, penyesuaian 1jazah. usulan pemberian 
penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Krecm (PAK) Jabatan 
Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai. membuat konsep usulan cut! 
pegawai sesuai aturan yang bertaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan 
cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dan dalam jabatan. 
membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinelja Pegawai 
(SKP); 

v. melaksanakan penyimpanan setiap berkas dan atau naskah dinas bail< yang 
merupakan arsip aktif dan/atau in aktif yang berkaitan dengan tugas sub bagian 
tata usaha dan kepegawaian serta humas dan protokol; 



b. pembagian tugas urusan keuangan sekretariat DPRD dan DPRD; 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan. membagi tugas 

dan mengontrol urusan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD. 
(2) Untuk melaksananakan tugas pokol<. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SI.lb 

Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan keuangan untuk keperluan DPRD dan sekretarial 

DPRD; 
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karier; 
jj. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasao: 

kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

w mela<sanaKan pengelolaan tata nasxan d111as dan/atau surat menyurat termasul< 
kearsrpan, exped,s, pemeliharaan arsrp dan/atau dokumen yang menjadi 

tanggung jawab Sekretariat DPRD; 
x melaksanakan koorcmas: dengan Sub Bagian lain; 
y. mengh,mpun mengolah dan menganalisa data serta penyaj,an data hasil 

kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
z. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja: 

aa. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

bb. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Tata 

Usaha dan Kepegawaian; 

cc. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

dd mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

ee memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

ff. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di ~ngkup 

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya; 

gg. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

hh. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pe!aksanaan 

tugas dapat berjalan lancar. 

ii menilai hasil kerja bawahan secara be,jenjang untuk bahan mengembangkan 



Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas 

sebagaiberikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Keuangan; 

c. menyiapkan banan-banan RPJPD dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kabupaten: 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bagian 

Keuangan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan 

Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati: 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Keuangan: 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bagian Keuangan: 

h. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan 

Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

,. menyelenggarakan · verifikasi SPP, surat pertanggungjawaban (SPJ) dan 

menyiapkan surat perintah membayar (SPM): 

j. membagi tugas akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, 

akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas: 

k. menyiapkan banan-bahan penyusunan laporan realisasi anggaran pada 

Sekretariat DPRD. setiap bulan dan triwulan; 

I. menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan neraca Sekretariat OPRO setiap 

triwulan dan akhir tahun: 

m. membina dan memberi petunjuk bendahara pengeluaran untuk pembayaran 

belanja berdasarkan daftar rincian kebutuhan untuk kegiatan OPRD dan 

Sekretariat OPRO; 
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c, pengontrolan urusan keuangan DPRD dan sekretadat OPRO. 

d pelaksanaan pembuatan SP J tentang penggunaan keuangan OPRO dan 

sekretanat DPRD: 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oteh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

• 



n rnelailsana><an konsul!asi da!l koofd,nas, dengan dinasllemtek dan u\stansi terkan, 

Bappeda dan Dinas Pendapatan, Pengelo!aan Keuangan dan Aset; 

o melaksanakan koreks,, memaraf dan/a.tau menandatangani konsep naskah dinas 

sesuai bldang tugasnya; 

p memb1na dan memberi petunjuk pelal<sanaan kegiatan baWahan: 

q. menyiapkan bahan-bahan pembuatan SPJ pengguna an99aran satuan kerja 

OPRD dan Sekretariat DPRD; 

t menyiapkan bahan-bahan pengajuan SPP guna mernenutil kebutuhan belanja 

satuan kerja OPRD dan Sekretariat OPRO; 

s menyiapkan bahan-bahan koreksi surat perintah pembayaran ($PP); 

,. membagi togas penelitian administrasi keuangan yang dibuat satuan pemegang 

kas: 
u menyiapkan bahan-bahan laporan keuangan yang dikelola satuan pemegang kas: 

~ menyiapkan bahan-banao laporan bulanan: 

w. menyiapkan bahan-bahan tentang pertanggungjawaban SPJ berikut tata cara 

pembuatannya yang dikelola oteh satuan pemegang kas: 

x. melaksanakan pembuatan konsep naskah din as: 

y. menyiapkan banen-bahan dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan 

tentang tata cara dan mekanisme tata usaha pembukuan pengelolaan keuangan: 

z. melaksanakan tata usaha pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai 

penggunaan anggaran aparatur dan anggaran publik: 

aa. melaksanakan penelitian keabsahan terhadap bukti danlalau dokumen mengenai 

penggunaan anggaran aparatur dan anggaran publik; 

bP~ melaksanakan pernbuatan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, 

pemindahan dan perbaikan anggaran; 

cc. melaksanakan tata buku yang merupakan dokumen temadap pengelolaan 

anggaran yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD; 

dd. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain: 

ee. menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta penyaj,an data hasil kegiatan 

Sub Sagian Keuangan; 

ff. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

gg. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 

hh. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Sagian Keuangan: 

• 



(1) Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala 

dan mempunyai tugas pokok merencanakan anggaran, mengkoordinasikan. 
mengendalikan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat pada Sekretariat 

DPRD dan OPRO. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

-Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi; 

a. perencanaan anggaran kegiatan urusan rumah tangga dan hubungan 
masyarakat pada Sekretariat OPRD dan DPRD; 

b. pengoordinasian urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat pada 

Sekretariat DPRD dan DPRD 
c. pengendalian urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat pada 

Sekretariat OPRD dan DPRO; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Paragraf 4 

Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat 
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oo. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

pp. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

karier: • 

• mempe,aian. memahamt dan measanalean peraturan perundang-undangan 

ketentuan.J<etentuan yang be<1<attan dengan bldang tugasnya sebagai pedoman 

dalam petaksanaan rugas; 

JI memberikan saran dan pertlmbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

kk. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasatahan di tingl<up 

rugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

I membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sasuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

mm. memb,mbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar; 

nn menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 



Baglan Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala, 

mempvnyai uraian togas sebagai berikut : 
a menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Rumah Tangga dan Hubungan 

Masyarakat; 
b menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bagian Rumah Tangga 

dan Hubungan Masyarakat 
e menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMO K.abupaten; 
d. mengumputkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima t,hunan Bagian 

sebagai banan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Uma tahunan Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatln Bupati: 
r. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTAA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat: 
g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat. 
h. menyelenggarakan monitoring clan mengendalikan pelaksanaan, pengelolaan. 

administrasi rumah tangga dan hubungan masyarakat; 
,. menghimpun banan-bahan perumusan konsep nota dinas dalam rangka 

pelaksanaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat: 
j. _ menyelenggarakanpelayanan di bidang rumah tangga dan hubungan masyarakat; 

k. menyelenggarakan pengendalian clan evaluasi penyelenggaraan administrasi 

rumah tangga dan hubungan masyarakat; 
I. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi rumah tangga 

dan hubungan masyarakat; 
m. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan urusan rumah 

tangga dan hubungan masyarakat; 
n. melaksanakan pendataan dan menginventarisir barang bergerak maupun barang 

tak bergerak; 
o. menghimpun banao-banan usulan perbaikan dan pemeliharaan barang-barang 

inventaris: 
p. melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diper1ukan Sekretariat OPRO; 
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(3) Oaiam menyeleoggarakan togas pokol( dan fungst. Bagian Rumah Tangga dan 

Hubungan Masyarakat membawahkan 
a Sub Bag,an Rumah Tangga. Perlengsapan dan Protokol; 

b Sub Bagian Hubungan Masyarakat. 



q menyusun rencana Clan membual c:fokumen kontrak untul< pengadaan barang 

kebutuhan kantor 
t menyelenggarakan pengelolaan pengadaan sarana barang bergerak dan barang 

tidak bergerak, 
s menyelenggarak.an pembinaan dan pengawasan dengan menciptak.an tiubungan 

yang harmonis kepada bawahan agar dalam pengelolaan tugas dapat terlaksana 

dengan ba,k; 
l melal<sanakan pengurusan kebutuhan pengoperasian dan pemeUharaan 

kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya serta melakukan urusan keamanan di 

lmgkungan Sekretariat OPRO; 
u menyelenggarakan urusan kebutuhan pertengkapan sarana dan prasarana pada 

ruaog kerja pimpinan OPRD dan ruang sidang gedung OPRO; 
v. menyelenggarakan penataan ruang kerja pimpinan OPRD dan ruang sidang serta 

9 lingkungan gedung DPRD termasuk penerangan yang dibutuhkan baik di dalam 

gedung maupun di luar 9edun9; 
w melaksanakan pemeliharaan rutin taman dan tempat parkir; 

x menyelenggarakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor: 
y. melaksanakan pemeliharaan kantor Sekretariat OPRD dan pengelolaan inventaris 

dinas milik Sekretariat dan gedung OPRO. 
z. menghimpun bahan-bahan penyusunan RKBU dan RKPBU; 

aa menghimpun bahan-bahan penyusunan RTBU dan RTPBU; 
bb. menyelenggarakan pemeriksaan, mengecek dan mengontrol kendaraan, apakah 

laik pakai atau tidak: 
cc. melaksanakan pengontrolan kendaraan dinas ke bengkel untuk <fJSetvis termasuk 

penggantian pelumas. pengecekan suku cadang dan lain-lain; 
dd. menyiapkan bahan-bahan penyusunan konsep kebutuhan pengadaan barang­ 

_barang/ pertengkap~n rumah tangga, jamuan rapat-rapat di lingkungan Sekretariat 
DPRO untuk kelancaran pelayanan kepada anggota dan pimpinan DPRO; 

ee. menyelenggarakan pengaturan dan pendrstnbusian keperluan pellengkapan di 
masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRO; 

ff. menganalisa perkembangan informasi dan opini masyarakat sebagai bahan 

masukan kepada Pimpinan DPRO; 
99. menyelenggarakan forum-forum pertemuan dalam rangka meningkatkan tugas dan 

fungsi kehumasan: 
hh. mengecek, mengoordinir, mengarahkan agenda dan acara Pimpinan DPRO dan 

kegiatan dinas lainnya yang menjadi tanggung jawab di bidang humas; 
ii. menghimpun bahan-bahan 1nformasi mengenai kegiatan DPRO: 

ll, memfasilitasi hubungan kerja OPRD dengan lembaga pemerintah dan masyarakat 



(1) Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol mempunyai tugas pokok 
melaksanakan, mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengontrol urusan rumah 

tangga, protokol dan perlengkapan Sekretariat OPRO dan OPRO. 
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kl< men)I\JSun SJStem inventansas. d()!(lJmentasi sena d:stnbus, lnfonnas, datarn 

benwl< penel'bitan. aud•o. audiovisual serta gambar foto secara tertib dan teratur, 
menyelengga,akan forum-forum pertemuan dalam rangka fungsi kehumasan: 

mm menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian lain 
no menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil keglatan 

urusan pelayanan Bag,an Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat: 
oo menyusun bahan laporan akuntabilitas keJja Bagian Rumah Tangga dan 

Hubungan Masyarakat: 
pp menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 
qq mengendalikan petaksanaan teknis kegiatan Jingkup Bagian Rumah Tangga dan 

Hubungan Masyarakat; 
tt melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di fingkup Bagian 

Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat: 
e ss mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bagian Rumah Tangga dan 

Hubungan Masyarakat: 
tt. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bagian Rumah Tangga 

dan Hubungan Masyarakat. 
1 

uu. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya keoada atasan: 
vv, melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya: 
ww. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 
xx. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar; 
yy. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 
zz. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas danlatau kegiatan kepada atasan: 
aaa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 



Sub Bagian Rumah Tangga, Pertengkapan dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala, 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Rumah Tangga, 

Perlengkapan dan Prolokol; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kena Sub Bagian Rumah 

Tangga, Perlengkapan dan Protokol; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebaga' 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMO Kabupaten: 
d mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bagian 

Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol sebagai bahan penyusunan LPPO 
tahunan dan LPPO hma tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati; 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana slrategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Rumah Tangga. Perlengkapan dan Protokol: - . g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ook.umen Pelaksanaan 
Anggaran (OPA) Sub Bagian Rumah Tangga. Perlengkapan dan Protokol; 

h. memeriksa, mengecek dan mengontrol kendaraan. apakah laik pakai atau tidak; 
i. melaksanakan pengontrolan keridaraan dinas ke bengkel untuk disetvis termasuk 

penggantian pelumas, pengecekan suku cadang dan lain-lain. 
j. menyiapkan bahan-bahan pengajuan kepada pimpinan tentang kepe!1uan A TK. 
k. mengecek, mengoordinir, mengarahkan agenda dan acara Pimpinan OPRO dan 

kegiatan dinas lainnya yang menjadi langgung jawab di bidang keprotokolan; 
I. melaksanakan pencatatan tamu dan undangan ke OPRO; 
m. melaksanakan konsultasi ke bagian pengadaan dan keuangan yang berkailan 

dengan kebutuhan rurnah tangga; 
n. melaksanakan pengaturan pelayanan keperluan kendaraan dinas OPRO untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya: 

Pasal17 

12) Unw< meiai<Sa11a~an rogas pol«>,< sebagarnana dama!<sud pad a aya, (1). Sub 
Bagian Rumah T angga Perlengkapan dan Pro:okol mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan keg,aian urusan rumah tangga. protokol dan perlengkapan 

Sekretanat DPRD dan DPRO; 
b pengoordinasian urusan rumah tangga, prOlokol dan perlengkapan 

Sekretariat DPRO dan OPRD serta pengadaan perlengkapan sarana dan 

rumah tangga; 
c. pengendalian urusan rumah tangga, protokol dan pertengkapan Sekretarial 

DPRO dan DPRO; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o!eh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

• 



. 
lingkungan gedung DPRO termasuk penerangan yang dibutuhkan baik di dalam 

gedung maupun di luar gedung; 

aa. melaksanakan pemeliharaan rutin taman dan tempat parkir; 

bb. melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 

cc. melal<.ukan urusan pemeliharaan kantor Sekretariat DPRO dan pengelolaan 

inventaris dinas milik Sekretariat dan gedung OPRD; 

dd. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain; 

ee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bagian Rumah Tangga. Perlengkapan dan Protokol; 

ff. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

o melaksanakan penyusunan xooseo keoutuhan pengadaan barang-barang/ 
perteng1<apan rurnah tangga jarnuan rapat-rapat di hngkungan Sekretariat OPRO 
untuk kelancaran pelayanan kepada anggota dan pimpinan DPRD; 

p metaksanakan pengaruran dan pendistnbusian keperluan penengkapan di masing· 

masmg unit keqa di lingkungan Sekretariat OPRD; 

q menyiapkan bahan-bahan pendataan dan menginventarisir barang bergerak 

maupun barang tak bergerak; 
r. menyiapkan bahan-bahan usulan pert:Jaikan dan pemeliharaan barang-barang 

inventaris: 
s. menyiapkan bahan-bahan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat 

DPRD; 
t. menyiapkan bahan-bahan rencana dan membuat dokumen kontrak untuk 

pengadaan barang kebutuhan kantor; 

u. melaksanakan pengelolaan pengadaan sarana barang bergerak dan barang tidak 

bergerak; 

v. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan perlengkapan dan peralatan 

penyelenggaraan raoat-rapat dan/atau persidangan DPRO; 

w. menyiapkan bahan-bahan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD berikut 

perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka rencana perjalanan dinas: 

x. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas dan 

perlengkapan lainnya serta melakukan urusan keamanan di tingkungan Sekretaria1 

OPRD; 
y. melaksanakan urusan kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana pada ruang 

kerja pimpinan OPRD dan ruang sidang gedung OPRD; 

z. melaksanakan penataan ruang kerja pimpinan DPRO dan ruang sidang serta 

• 



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Sagian Hubungan Masyarakat; 
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b. pengoordinasian urusan hubungan masyarakat Sekretariat OPRO dan DPRO; 

c. pengendalian urusan hubungan masyarakat Sekretariat OPRO dan OPRD; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

a. pelaksanaan kegiatan urusan hubungan masyarakat Sekretariat OPRO dan 

OPRD; 

(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan. 
mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengontrol urusan hubungan 

masyarakat Sekretariat OPRO dan OPRD. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub 

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : 
• 

gg menyusun peruu,ggungiawaban laporan keg.atan dan keuangan. 

hh melaksanakan program pengawasan Internal d1 lingkllngan Sub Bagian Rumah 

Tangga. Perlengkapan dan Protokol; 

u mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan penmdang-undangan, 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pe!aksanaan tugas; 
]J memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

kk. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkUP 
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

II. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua, 

dengan ketentuan yang berlaku: 

mm. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

• dapat berjalan lancar: 

nn. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier: 

oo. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

pp. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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b menyiapi<arl bahan rencana s.tra:eg,s dan rencana kerja Sub Bagian Hubungan 

Masyarakat 

c menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMO Kabupaten; 

d mengumpulkan bahan-bahan LPPO tahunan dan LPPO lima tahunan Sub Bagian 

Hubungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tanunan Kabupaten; 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati. 

r. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Hubungan Masyarakat 

g. menghimpun Rencana Keg,atan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; 

h. menyiapkan bahan-bahan koordinasi. membag, dan mengarahkan tugas-tugas 

secara intern dan ekstern pada Sekretariat DPRO. menjabarkan dan mendukung 

misi dan kebijakan Pimpinan DPRO; 

i. menyiapkan bahan-bahan, mengolah serta menyaring informasi untuk 

kepentingan Pimpinan OPRD dan kebutuhan masyarakat; 

j. menyiapkan bahan-bahan, menganalisa perkembaraga.n informasi dan opini 

masyarakat sebagai bahan masukan kepada Pimpinan OPRD; 

k. menyiapkan bahan-bahan sistem inventarisasi, dokumentasi serta distribus1 

informasi dalam bentuk penerbitan, audio, audiovisual serta gambar foto secara 

tertib dan teratur; 

I. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan forum-forum pertemuan datam ra.ngka 

meningkatkan tugas .dan fungsi kehumasan; 

m. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga kemasyarakatan: 

n. menghimpun bahan-bahan informasi mengenai kegiatan OPRD; 

o. melaksanakan pelayanan hubungan kelja OPRD dengan lembaga pemerintah dan 

masyarakat; 

p. mengikuti dan mencatat jalannya rapat kerja DPRO; 

q. menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan OPRD; 

r. pendokumentasian hasil rapat danlatau persidangan; 

s. menyiapkan penerimaan tamu pimpinan OPRD dan pendokumentasian has~ 

pertemuan sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk pimpinan DPRD; 



(1) Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi mempunyai tugas pokok 
merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengendalikan urusan 

persidangan dan fasililasi legislasi Sekretariat DPRO dan OPRO. 
(2) Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi mempunyai fungsi : 
a. perencanaan operasional urusan persidangan dan fasilttasi legislaSI 

Sekretariat OPRD dan OPRD; 

Paragraf 5 
Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi 
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l menghrnpun oanan-canan. meogolah produx nuxurn OPRO ke Clalam 

dokumentas, hukum DPRO; 

u metaksanakan koordmasl dengan Sub Bagian lain; 

v mengh1mpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bag1an Hubungan Masyarakat; 

w. menyusun banan laporan akuntabilitas kerja; 

x menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

y melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Hubungan 

Masyarakat; 

z, mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-tmdangan. 

ketentuan«ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

bb. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

cc. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang bertaku: 

dd. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar; 

ee. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 

ff. melaporkan hasil pelaksanaan rugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Bagian Persidangan dan Fasil~asi Legis1asi dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Persidangan dan Fasilitasi 

Legislasi: 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bagian Persidangan dan 

Fasilitasi Legislasi: 

c, menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebaga, 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMO Kabupaten: 

d. mengumpulkan bahan-oanan LPPO tahunan dan LPPD tima tahunan Bagian 

sebagai banan penyusunan LPPO tahunan dan LPPO firna tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir rnasa jabatan Bupati: 

f. rnenghirnpun dan mengurnpulkan banan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Bagian Petsidangan dan Fasilitasi Legislasi: 

g. menghirnpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legistasi; 
h. menghimpun bahan-bahan kegiatan urusan persidangan dan rasilitaSJ legislasi; 

i. Menghirnpun bahan-bahan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan rapat 

kerja DPRD: 

j. menghirnpun bahan-bahan risalah untuk dokurnentasi hukurn: 

k. menghimpun bahan-bahan pembuatan nsalah rapat OPRD: 

I. rnenyelenggarakan rapat-rapat DPRO: 

m. menghimpun bahan-bahan rapat OPRD: 
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d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

lungsinya. 
(3) Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi, membawahkan: 

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah: 
b. Sub Bagian Fasilitasi Legislas1. 

b. pengooro.,as,an urusan pers,dangan dan ras.irtasi legislasr Sekretariat DPRD 

dan OPRD. 
c. pengendalian urusan persidangan dan fasilitasi legislasi Sekretariat OPRO 

dan DPRO. 



n mengt'll'l'lpun bahan-bahan laporan kegiatan Korms,. oanma musyawarah. pamua 

anggaran dan panrna khusus. 

o menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan OPRO; 

p menyelenggarakan penyusunan jadwal kegiatan persidangan dan rapat keqa 

OPRO; 

q menyiapkan bahan-bahan pembuatan risalah rapat-rapat dan/atau persidangan 

yang diselenggarakan OPRO: 

r. menyiapkan bahan-banan rapat dan/atau persidangan yang diselenggarakan oleh 

OPRO. baik mengenai pengaturan tempat maupun administrasinya: 

s mengatur dan menyelenggarakan pelayanan, penyajian data dan infonnasi 

mengenai kegiatan yang menjadi tanggung jawab sub bagian rapat dan risalah 

serta sub bagian fasilitasi legislasi; 

t. menghimpun bahan-bahan pembuatan naskah keputusan yang dikeluarkan oleh 

OPRO; 

u. menyelenggarakan koordinasi perumusan rancangan perundang-undangan 

melipuli raperda dan produk hukum lainnya dengan dinas/lemtek atau mstansi 

terkait; 

v. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan pedoman tata tert,b OPRO; 

w. menyelenggarakan penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum: 

x. Memberikan pelayanan informasi mengenai produk hukum OPRD; 

y. menghimpun bahan-bahan konsep naskah peraturan perundang-undangan yang 

berkattan dengan Sekretariat OPRO dan OPRO; 

z, menyelenggarakan l<onsultasi dengan unsur terkait untuk meminta petunjuk dan 

bahan-bahan yang harus dipersiapkan sesuai keperluan terselenggaranya 

penyusunan legislasi dan dokumentasi hukum; 

aa. menghimpun bahan-bahan konsep rancangan produk hukum OPRD. sesuai 

dengan permasalahan dan materi yang diperlukan dalam penetapan atau 

pengaturannya; 

bb. menghimpun bahan-bahan, mengolah produk hukum OPRO yang berupa 

keputusan OPRO dan Keputusan Pimpinan OPRO; 



ee menyelenggaflll<an pe,iefaahan penga:uran. onventarisasi dan pendokumentas;an 

p<oduk hukum OPRO can peraturan perundang-undangan lainnya; 

menyetenggarakan penelaahan. mengkaji dan mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi serta referensi lainnya sebagai bahan 

acuan atau pedoman dalam penyusunan rancangan produk hukum sefanju1nya· 

dd. menyetenggarakan pelayanan pimpinan dan anggota DPRO yang berkaitan 

dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan; 

ee. menyetenggarakan koordinasi dengan Bagian lain 

ff. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

urusan pelayanan Bagian Persidangan dan Fasilitasi Legislasi: 

99. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bagian Persidangan dan Fasilitasi 

Legislasi; 

hh. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 

Ii. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bagian Persidangan dan 

Fasilitasi Legislasi; 

jj. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bagian 

Persidangan dan F asilitasi Legislast 

kk. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan kelentuan-ketenluan yang berkaitan dengan Bagian Persidangan dan 

Fasililasi Legislas,; 

II. melaksanakan program pengawasan internal di Jingkungan Bagian Persidangan 

dan Fasilitasi Legislasi: 

rr,m. memberikan sarandan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

nn. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

oo. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 

pp. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar. 

qq. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

kaner; 



- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPO tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bagian 

Rapat dan Risalah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPO lima 

tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati: 

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Rapat dan Risalah: 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (OPA) Sub Bagian Rapat dan Risalah: 

h. menyiapkan bahan-bahan rapat DPRD: 

Sub Bagian Rapat dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Rapat dan Risalah; 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Rapat dan 

Risalah; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kabupaten: 
• 

(1) Sub Bag,an Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok melaksanakan, 

mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengontrol urusan rapat dan risalah 

Sekretarial OPRO dan OPRO. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bag,an Rapat dan Risalah mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kegiatan urusan rapat dan risalah Sekretariat OPRO dan OPRO; 

b. pengoordinasian urusan rapat dan risalah Sekretariat OPRO dan OPRO: 

c. pembagian tugas urusan rapat dan risalah Sekretariat OPRO dan OPRO: 

d. pengontrolan urusan rapat dan risalah Sekretariat OPRO dan OPRO; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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rr meiapol1<an has, pe1ai<sanaan tugas dan,aiau kegiatan kepaC!a atasan: 

ss melaksanakan tugas kedmasan la,nnya yang dtberikan o!eh atasan. 
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menyiapkan ba/lan-bahan 1<egiatan laporan kom.si panrtsa musyawarah. panitia 

anggaran dan panro:a khusus, 

J melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan pe,sidangan dan rapat kerja DPRD. 

k. melaksanakan pembuatan konsep naskah dinas: 

L menyiapkan bahan-bahan pembuatan risalah rapat-rapat dan/atau persidangan 

yang d1selenggarakan OPRO; 

m. melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat dan/atau persidangan yang 

dlselenggarakan oleh DPRD bail< mengenai ~ngatur.m tempat maupun 
administrasinya; 

n melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain; 

o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil ke_giatan 

Sub Bagian Rapat dan Risalah; 

p. menyusun bahan laporan akunlabilttas kerja; 

q. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 

r. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Rapat dan 

Risalah; 

s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas: 

t. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

._ u melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di bngkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

v: - membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

w. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar: 

x. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 

y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/alau ke_giatan kepada atasan; 

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 



Sub Bagian Fasilitasi Legislasi dipimpin oleh seorang Kepata, mempunyal uraian tugas 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitasi Legislasi: 

b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Fasaitasi 

Legislasi; 

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMO Kabupaten; 

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan Sub Bagian 

Fasilitasi Legislasi, sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan Kabupaten; 
a. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ; 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinerja (RENJA) Sub Bagian Fasilltasi Legislasl: 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bagian Fasilitasi Legislasi; 
h. menyiapkan bahan-bahan pembuatan naskah keputusan yang dikeluaJkan oleh 

DPRD; 
,. melaksanakan koordinasi perumusan rancangan perundang-undangan meliputi 

raperda dan produk hukum lainnya dengan dinasllemtek atau instansl ter1<31t: 
j. melaksanakan penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukurn; 
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(1) Sub Bag,an Fasilitasi Leg,slasi mempunyai rugas pokok melaksanakan, 

mengkoordinasikan. membagi tugas dan mengontrol urusan fasilitasi legislasi 

Sekretariat DPRD dan DPRD. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub 

Bagian Fasilitasi Legislasi mempunyai tungsi: 
e. pelaksanaan kegiatan urusan fasilitasi legislasi Sekretariat DPRD dan DPRD: 

r. pengoordinaslan urusan fasilitasi legislasi Sekretariat DPRD dan DPRD; 

g, pembagian tugas urusan fasilltasi legislasi Sekretariat DPRD dan DPRO· 

h. pengontrolan urusan fasilltasi legislasl Sekretariat OPRO dan DPRD; 

,. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 



' y. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

z. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan d, lingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

aa. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 

bb. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada 

bawahan berdasarl<an pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

la near: 

cc. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier. 

k meiaJ(sana_l(llll pefayanan mfomlasi mengena, produk hu<um DPRD. 
l meny,apkan bahan-baban penyusunan konsep naskah peraturan perundang· 

undangan yang berl<artan dengan Sekretariat DPRD dan DPRD; 
m. melaksanakan konsuuast dengan unsur terkait untuk meminta petunjuk dan 

bahan-bahan yang harus dipetsiapkan sesuar keperluan tefSelengga,anya 

penyusunan legislasi dan dokumentasi hukum; 
n melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman tata tertib DPRD; 
o. menyiapkan banan-bahan penyusunan konsep rancangan produk hukum DPRD. 

sesuai dengan permasafahan dan materi yang diperlukan da.lam penetapan atau 

pengaturannya; 
p. menyiapkan bahan-bahan penyusunan produk hukum OPRO ke dal.lm 

dokumentasi hukum DPRD; 
q. menyiapkan bahan-bahan penyusunan produk hukum DPRD yang berupa 

keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD; 
r. melaksanakan pengaturan, inventarisasi dan pendokumentasian produk hul<um 

DPRD dan peraturan perundang-undangan lamnya: 

s. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain; 
t. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bagian Fasilitasi Legisfasi; 
u. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

v. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 
w. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi 

Legislasi: 
x. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berl<aitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 



Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala. 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Fasilttasi Anggaran dan 

Pengawasan; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bagian Fasilit.asi 

Anggaran dan Pengawasan: 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMO Kabupateo; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bagian 

sebagai bahan penyusunan LPPD tanunan can LPPO fima tahunan Kabupaten: 

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati: 

(1) Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan mempunya1 tugas pokok 
merencanakan operasional. mengkoordinasikan. mengendalikan urusan fasilitasi 

anggaran dan pengawasan Sekretariat OPRD dan DPRD. 
(2) Oalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Fasilltasi Anggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi: 

a. perencanaan operasional urusan fasilitasi anggaran dan pengawasan 

Sekretaria.t DPRD dan OPRO; 
b. pengoordinasian urusan fasilitasi anggaran dan pengawasan Sekretariat 

DPRD dan DPRD; 
c. pengendalian urusan fasilitasi anggaran dan pengawasan Sekretariat DPRD 

dan OPRO; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
(3) Oalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Bagian Fasilitasi Anggaran dan 

Pengawasan membawahkan : 
a. Sub Bagian Fasilitasi Anggaran: 

b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan 

Paragraf 6 
Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan 
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dd melaporkan has1' pelaksanaan n,gas dan/aiau kegiatan kepada atasan 

ee melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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r meoghmpun dan mengumpuhcao bahan rencana Slta\egis tRENSTRA) dan 
rencana kinerja (RENJA) Bagian Fas1111asi Anggaran dan Pengawasan; 

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bagian Fasililasi Anggaran dan Pengawasan; 
h menye!enggarakan penelaahan. pengkajian dan mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi serta referensi lainnya sebagai bahan 

acuan atau pedoman dalam kegiatan Penyusunan Anggaran Daerah; 
i. menyelenggarakan pelayanan pimpinan dan anggota OPRD yang berl<aftan 

dengan kebutuhan kegiatan Penyusunan Anggaran Daerah; 
J. mengkoordinasikan pelayanan infonnasi mengena, Anggaran Oaerah dan 

Pengawasan OPRD: 
k. menyelenggarakan penelaahan dan mengevaluasi hasil Penyusunan Anggaran 

Oaerah yang dilaksanakan OPRD; 
I. membanru pimpinan dan anggota OPRD dalam menyiapkan laporan hasil 

pelaksanaan Penyusunan Anggaran Oaerah; 
m mengkoordinasikan penyiapan tenaga ahli di bidang Penyusunan Anggaran 

Daerah serta tenaga ahli yang berhubungan dengan substansi kegialan 

Penyusunan Anggaran Oaerah: 
n. mendampingi Pimpinan dan Anggota OPRD dalam kegiatan penyusunan 

anggaran daerah dan pengawasan OPRO; 

o. menyelenggarakan inventarisasi dan pendokumentasian hasa Penyusunan 

Anggaran Oaerah OPRD; 
p. menyelenggarakan fasilitasi keikutsertaan pimpinan dan anggota OPRD dalam 

kegiatan diklat, seminar. wol1<shop, dll. di b1dang Penyusunan Anggaran Oaerah; 

q. Menyusun konsep program kelja pengawasan OPRO; 

r,- Menyiapkan renstra, renja dan Lakip Sekretariat DPRO: 

s. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program pengawasan 

oleh oPRO dengan dinas/lemtek atau instansi terl<.ait; 
t. mengkoordinasikan penyiapan bahan termasuk sarana dan prasarana unl\Jk 

kelancaran tugas pengawasan OPRO; 

u. menggkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan konsep pengawasan 

yang akan dilaksanakan oleh OPRD: 

v. menyelenggarakan konsultasi dengan unsur tef1<ait untuk meminta petuniuk dan 

bahan-bahan yang harus dipersiapkan sesuai keperluan terselenggaranya 

kegiatan pengawasan: 



w meoggkoordmasikan peny,apan bahan-batlan penyusunan keg,atan pengawasan. 

sesuai dengan permasalahan dan maieri yang dipertukan, 

x, menyelenggarakan pelayanan kepada pimpinan dan anggota OPRD yang 

berkaitan dengan kebutuhan kegiatan pengawasan; 

y mataksanakan penelaahan dan mengevaluasi hasil pengawasan yang 

dilaksanakan DPRO; 
z. membantu pimpinan dan anggota OPRD datam menyiapkan laporan hastt 

pelaksanaan pengawasan; 
aa. mengkoordinasikan penyiapan tenaga ahli di bidang pengawasan serta tenasa 

ahli yang berhubungan dengan substansi kegiatan pengawasan: 

bb, menyelengarakan inventarisasi dan pendokumentasian hasil pengawasa.n OPRO; 

cc. menyelenggarakan fasimasi keikutsertaan pimpinan dan anggota OPRO dalam 

kegiatan diktat, seminar. workshop, dll. di bidang pengawasan: 

dd. menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian lain; 

ee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasa 

kegialan urusan pelayanan Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan: 

ff. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bagian Fasilitasi Anggaran dan 

Pengawasan; 

gg. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan: 

hh. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bagian Fasilitasi Anggaran 

dan Pengawasan: 

ii. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di tingkup Bagian 

Fa.silitasi Anggaran dan Pengawasan; 

jj mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bagian Fasilitasi Anggaran dan 

Pengawasan; 

kk. melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Bagian Fasilt.asi 

Anggaran dan Pengawasan: 

II. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang rugasnya kepada alasan: 

mm. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup 

tugasnya serta mencari altematif pemecahannya; 

nn. membagi 1ugas kepada bawahan untuk kelancaran petaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, 



Sub Bagian Fasilitasi A.nggaran dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasi1itasi Anggaran; 
b. menyiapkan bahan rencana sttategis dan rencana keDa Sub Bagian Fasilitasi 

Anggaran; 
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kaoopaten; 
d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPO §ma tahunan Sub Bagian 

Fasilitasi Anggaran sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan Kabupaten; 
e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati: 

(1) Sub Bagian Fasililasi Anggaran mempunyai tugas pokok Melaksanakan, 
mengkoordinasikan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan pelayanan 

fungsi Penyusunan Anggaran Oaerah OPRO. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Fasilitasi Anggaran mempunyai fungsi: 
a. pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Penyusunan Anggaran Oaerah; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan fungsi Penyusunan Anggaran 

Oaerah; 
c. pembagian tugas pelaksanaan pelayanan fungsi Penyusunan Anggaran 

Daerah; 
d. pengontrolan pelaksanaan pelayanan fungsi Penyusunan Anggaran Daerah; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pasal 28 

oo membt'n0<119 atau member..an petuniu,< kepada bawa11an agar pefaksanaan 

tugas dapat berjalan lancar 

pp. menila1 has1I kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

kaner: 

qq. melaporl<an hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

rr, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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( menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana stra:agis (RENSTRA) dan 

rencana kinetja (RENJA) Sub 6ag1an Fasilitas, Anggaran: 

g mengh,mpun Rencana Kag,atan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bagian Fasilitasi Anggaran; 
h melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program Penyusuna., 

Anggaran Oaerah oleh DPRD dengan dinasllemtek atau instansi terkait; 

i. melaksanakan pembahasan rencana anggaran satuan kerja DPRD dan 

Sekretariat DPRD (bersama-sama dengan panitia anggaran DPRD): 

j. menyusun renstra dan renja sekretaJiat DPRD; 

k. menyiapkan bahan-bahan usulan perubahan anggaran satuan kerja DPRD dan 

Sekretariat DPRD: 
I. menyiapkan bahan-bahan pembuatan dokumen anggaran satuan kerja DPRD dan 

Sekretariat DPRD: 
m. melaksanakan koordinasi dengan bagian persidangan untuk mendapatkan 

pengesahan dari DPRD berupa persetujuan DPRD dan/atau Surat Keputusan 

DPRD yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan satuan kerja DPRD 

dan Sekretariat DPRD; 

n. menyiapkan bahan-bahan penyusunan RKA dan DPA; 

o. menyiapkan bahan-bahan dan mengelola data dan informasi yang berhubungan 

dengan tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran: 

p. menyiapkan bahan-bahan usutan sesuai dengan program kebutuhan anggaran 

baik belanja aparatur dan/atau belanja publik yang diper1ukan Sekretariat DPRD 

untuk setiap tahun anggaran; 

,.::; q. metaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mempersiapkan data 

datam rangka penyusunan laporan yang berhubungan dengan penggunaan dana 

baik belanja aparatur dan belanja publik; 

r, menyusun bahan-bahan rencana kebutuhan penggunaan anggaran yang menjadi 

tanggung jawab Sekretariat DPRD: 

s. menyiapkan bahan-bahan konsep permohonan penert>itan SKO; 

t. melaksanakan dan membagi tugas penyiapan bahan termasuk sarana dan 

prasarana untuk kelancaran tugas Penyusunan Anggaran Daerah DPRD: 

u. menyiapkan banan-banan penyusunan Anggaran Daerah yang akan dilaksanakan 

oteh DPRD; 



v mela\<Sanakan J<onsUl!as. deogan unsur terl<art unto'< mem.nta penrn,uk dan 

banan-bahan yang harus d1pei:s,apkan sssual kepertuan terselenggaranya 

kegiatan Penyusunan Anggaran Daerah; 

w. menyiapkan bahan-bahan penyusunan kegiatan Penyusunan Anggaran Daerah. 

sesuai dengan permasa1ahan dan materi yang dipertukan; 

x melaksanakan penelaahan, mengkaji dan mempelajari ketentuan peraturan 

perundang·undangan yang lebih tinggi setta refetensi lainnya sebagai bahan 

acuan atau pedoman dalam kegiatan Penyusunan Anggaran Oaerah; 
y. melayani pimpinan dan anggota DPRD yang berkaitan dengan kebU1uhan kegiatan 

Penyusunan Anggaran Daerah; 

z. menyiapkan pelayanan informasi mengenai Anggaran Daerah; 

aa. melaksanakan penelaahan dan mengevaluasi hasil Penyusunan Anggaran Daerah 

yang dilaksanakan DPRD; 

bb. membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam menyiapkan laporan hasil 

pelaksanaan Penyusunan Anggaran Daerah; 

cc. metaksanakan koordinasi penyiapan tenaga ahli di bidang Penyusunan Anggaran 

Daerah serta tenaga ahli yang berhubungan dengan substansi kegiatan 

Penyusunan Anggaran Daerah; 

dd. mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam setiap kegiatan penyusunan 

anggaran daerah; 

ee. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian hasil Penyusunan Anggaran 

Daerah DPRD; 

ff. memfasilitasi keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan dildal. 

seminar. workshop, dll, di bidang Penyusunan Anggaran Daerah; 

gg. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain; 

hh. menghimpun, mengolah dan menganalisa dala serta penyajian data hasil kegiatan 

Sub Bagian Fasilitasi Anggaran; 

ii. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

jj. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan; 

kk. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Fasilitasi 

Anggaran; 

II. mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. 

ketentuan-ketentuan yang berl<aitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

• - 



Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; 
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bagian Fasihtasi 

Pengawasan: 
c. menyiapkan banan-bahan RPJPO dan RPJMO sesuai bidang tugasnya sebagai 

bahan penyusunan RPJPO dan RPJMD Kabupaten: 

(1) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan. 
mengkoordinasikan. membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan pelayanan 

fungsi pengawasan OPRO 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai fungsi: 
a. pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan OPRO; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan fungsi pengawasan OPRD: 

c. pembagian lugas pelaksanaan pelayanan fungsi pengawasan OPRO; 
d. pengontrolan terhadap pelaksanaan pelayanan fungsi pengawasan OPRD; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasa sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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mm membeni<an saran dan perombangan 1e.1<nis btdang tugasnya kepada atasan, 

nn melaksanakan evaluasi rugas dan menginventarisasi permasalahan di tingkup 

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

oo membag, tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku: 

pp. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar, 
qq. menilai hasll kelja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan 

karier; 

rr. melaporl<an hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 

ss. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan o!eh atasan 

Pasal 31 



s. mengkoordinasikan penyiapan tenaga ahli di bidang pengawasan serta tenaga ahb 

yang berhubungan dengan substansi kegiatan pengawasan; 

t. mendampingi Pimpinan dan Anggota OPRD dalam setiap kegiatan pengawasan; 

q. melaksanakan penelaahan dan mengevaluasi hasil pengawasan yang 

dilaksanakan DPRD: 

r. membantu pimpinan dan anggota OPRD dalam menyiapkan laporan haSJI 

pelaksanaan pengawasan; 

0. 

• 

kegiatan pengawasan; 

menyiapkan bahan-bahan penyusunan kegiatan pengawasan, sesuai dengan 

permasalahan dan materi yang diperlukan; 

melayani pimpinan dan anggota OPRD yang berkanan dengan kebutuhan 

kegiatan pengawasan: 

p. menyiapkan pelayanan informasi mengenai pengawasan; 

n . 

m. melaksanakan koosultasi dengan unsur terl<ait untuk meminta petunj,Jk dan 

bahan-bahao yang narus dipersiapkan sesuai keper1uan terselenggaranya 

I. menyiapkan bahan-bahan penyusunan konsep pengawasan yang akan 

dilaksanakan oleh DPRO; 

d mengumpuil<an banao-eanan LPPO tahunan dan LPPO bma tahunan Sub Bagian 
Fasilitasi Pengawasan sebaga, bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima 

tahunan Kabupaten. 
e. meoyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahuo dan akhir masa jabatan Bupati: 
f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan 

rencana kinetja (RENJA) Sub Bagian Fasimasi Pengawasan; 
g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; 

h. menyusun lakip sekretariat DPRO; 
L melaksanakan dan membagi tugas penyiapan bahan termasuk sarana dan 

prasarana untuk kelancaran tugas pengawasan DPRD; 
J. memfasilitasi semua aspirasi masyarakat yang ditujukan pada OPRD berisi 

permasalahan yang membutuhkan pengawasan DPRO; 
~ k menyelenggarakan rapat ketja pengawasan dengan jajaran pemerintah daerah. 

instansi vertikal atau kelompok masyarakat yang berhubungao dengan 

pemeeahan masalah; 



kk. metaporkan hasil pelaksanaan tugas danlatau kegiatan kepada atasan: 

11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

karier; 

hh. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua 

dengan ketentuan yang berlaku; 

ii. membimbing atau membetikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

dapat berjalan lancar. 

jj. menilai hasil kerja bawahan secara beljenjang untuk bahan mengembangka.n 

gg. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi pennasalahan di ingkup 

• tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; - 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas: 

ff. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan; 

aa. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain; 

bb. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja; 

cc. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuaogan: 

dd, rnelaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Fasifitasi 

Pengawasan; 

ee. rnempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan 

pengawasan· 

w. me!aksanakan rnventarisasi dan pendokumentasian hasil pengawasan DPRD: 

x, membuatkonsep rencana tindak lanJut hasil kegiatan pengawasan: 

y. menyampaikan bahan-bahan kebijakan pengawasan OPRD yang akan 

disarnpaikan kepada pemerintah daerah; 

z. memfasilitasi keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan diklat. 

seminar, workshop, dll, di bidang pengawasan; 

ti menghf11pun bahan-bahan evaluasi kegiatan pengawasan 

v. menghunpun, mengolah daa menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan 



(1) Hal,hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat DPRO merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. 
(2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD di1aksanakan oleh 

Kepata Bagian-Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian-Kepala Sub Bagian dan 

Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya mas1ng-masing. 
(3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRO diatur lebih 

lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi. slnkronisasi dan simplifikasi. 
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di tingkungan Sekretariat DPRD wajib 

memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk petaksanaan tugas kepada 

bawahan. 

BABIV 

TATA KERJA 
Bagian Kesatu 

Umum 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional datam metaksanakan tugas pokoknya bertanggung 

jawab kepada Sekretaris DPRD. 
(3) Ketompok Jabatan Fungsional terdiri dari se,umtah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalarn berbagai ketompok sesuai bidang keahliannya. 

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oteh seorang tenaga tungsional 

senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan 

Sekretariat DPRD. 
(5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan 

dan beban kerjanya. 
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebag;an 

kegiatan Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan. 

Paragraf 7 
Kelompol< Jabatan Fungsaonal 

Pasal 32 
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{1) Sekretaris DPRD diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan oleh Bupati 
atas persetujuan D_PRD. 

(2) Sekretaris OPRD wajib melaksanakan pembinaan. pengawasan melekat dan 
membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesua, peraturan perundang-undangan 
yang bertaku. 

(3) Sekretaris OPRD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pang kat dan gaji 
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Ketentuan-ketentuan tain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

-. - 

(1) Kepala Bagian mewakili Sekretaris OPRD apabila berhalangan dalam 
menjalankan tugas. 

(2) Apabila Kepala Bagian berhalangan, Sekretalis DPRD dapat menunjuk salah 
seorang Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugas danlatau kemampuan. 

SABV 
KEPEGAWAIAN 
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- 
Sagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasat35 
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(1) Sekretalis DPRD wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada 

Plmpinan DPRD. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretaliat DPRD wajiib 
bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing­ 

masing. 
(3) Pengaturan mengenai jenis taporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku. 

Bag.an Kedua 

Pelaporan 

Pasal34 



• '- 

-.( BUPATI BEKASI /t 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 3, te,,..,ber '"" 

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Be(rta Daerah Kabupaten Bekasi. 

• 
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(1) Hal·hal yang belum cukup diatur catam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis 
petaksanaannya akan diatur kemudian. 

(2) Oengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang 
sama di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal38 

Pembiayaan Sekretariat DPRD bersumber dart Anggaran Pen<lapatan dan Belania 
Oaerah Kabupaten Bekasi. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 
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